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TENTANG

TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PROSEDUR PEI.IYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GT'BERNT'R ltUSA TENGGARA TIMUR,

Menlmbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 35 Tahun 2O14 telah ditetapkan Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

b. bahwa substansi Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a, khususnya terkait prosedur
penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan
Gubemur masih perlu penyesuaian, sehingga
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35
Tahun 2O74 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, Gubernur membentuk Tim
Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurrf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim
Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur tentang Penyusunan Produk Hukum
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

tengiagat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s67el;
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35
Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O14
Nomor 035);

MEMUTUSKAN:

Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tim sebagaimana dimaksud dafam Diktum KESATU
Keputusan mempunyai tugas melakukan pembahasan dan
pemantapan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur
Nusa Tenggara Timur.
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
Anggaran 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal l0 SqTem@e-

ry' a.n. GUBnn\[ 1991 TE_Nqqtfl TIMUR,

PEMBINA UTAMA
NrP. 19620524 198903 1014

2018

f
Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara fimur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

S DAERAH.



LAMPIRAIT : NEPI,TUSAN GUBERNUR I{USA TEN(XIARA TIMUR
NOMOR ,es /KEPlHKl2OlS
TANGGAL : b @temre+-2OI8

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PROSEDUR PEI{YUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM RINCIAN TUGAS

2 3 4

1 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT Ketua a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan; dan
b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur sefta memberikan paral

koordinasi.

2 Kabag. Peraturan Perundang-Undangan
Dada Biro Hukum Setda Provinsi NTT

Sekretaris a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan
Gubernur; dan

b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur serta memberikan paraf
koordinasi.

Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD
Provinsi Nfi

Anggota Memberikan masukan dan saran dalam rapat pembahasan rancangar
Peraturan Gubernur.

4 Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya pada Bappeda Provinsi NTT

Anggota Memberikan masukan dan saran dalam rapat pembahasan rancangan
Peraturan Gubernur.

5 Kasubag. Rancangan Peraturan dan
Keputusan Gubernur pada Biro Hukum
Setda Provinsi NTT

Anggota a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan
Peraturan Gubemur; dan

b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur serta memberikan paraf
koordinasi.

6 Kasubag. Pengkajian Perda dan
Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum
Setda Provinsi NTT

Anggota Memberikan masukan dan saran dalam rapat pembahasan rancangan
Peraturan Gubernur.



7 Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah
pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT

Anggota Memberikan masukan dan saran dalam rapat pembahasan rancangan
Peraturan Gubernur.

8 Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro
Hukum Setda Provinsi NTT

Anggota a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan
Peraturan Gubernur;

b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur;
c. melaksanakan proses administrasi dalam peneajuan Rancangan

Peraturan; dan
d. sebagai operator Komputer.

9 Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum
Setda Provinsi NTT

Anggota a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan
Peraturan Gubemur;

b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur;
c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan

Peraturan; dan
d. sebagai operator Komputer.

10 Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum
Setda Provinsi NTT

Anggota a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan
Peraturan Gubemur;

b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur; dan
c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan

Peraturan.

0Ia,n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMURI
SEKRBIARIS DAERAH,

PEMBINA UTAMA
NIP. t9620524 198903 1014
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